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TENTANG  PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK 

ABSTRAK 
 bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik menegaskan perlu upaya pengamanan transaksi elektronik melalui 

penggunaan sertifikat elektronik 

SERTIFIKAT ELEKTRONIK.KABUPATEN BINTAN.BARU 

 Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 

2014; UU No.9 Tahun 2015; PPNo.71 Tahun 2019; Perka ANRI No.6 Tahun 2005; PermenPANRB No.6 

Tahun 2011; PermenKominfo No.4 Tahun 2016; Perka LSN No.10 Tahun 2017; Perka BSSNRI No.2 

Tahun 2019 

 

Peraturan ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2022 - Penjelasan : 0 hlm. 

 

CATATAN :  

 Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang 
Lingkup, Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik 
Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Cara Pemohon Penerbitan dan Pencabutan 

Sertifikat Elektronik, Masa Berlakunya Sertifikat Elektronik, Kewajiban Larangan dan 
Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik, Sanksi Administrasi, Penyelenggaraan 

Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik UIntuk Pengeamanan Informasi, Pengawasan dan 
Evaluasi, Ketentuan Penutup.  
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